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ABSTRAK

SRI'WULAN NOORAHMAN, NPM 18.81. dengan judul “KEDUDUKAN DELIK ADAT
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA“ Di bawah bimbingan lbu Muthia
Septarina, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Ningrum Ambarsari, S.H., M.H selaku
Dosen Pembimbing II.
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan delik adat dalam sistem
hukum pidana Indonesia. Selain itujuga untuk menegtahui urrgensi dperumusan delik adat dalam
pembaharuan Hukum Pidana Nasional dalam Rancangan KUHP. Jenis penelitian ini merupakan
penelitian hukum yuridis normative, dimana pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara
komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatifatau
apa yang menjadi teks undang-undang (law in book) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya
hukum (law in action).

Hasil dari pembahasan dan penelitian ini adalah Secara materil Hukum Pidana Adat telah
diterapkan dan dituangkan dalam peraturan tertulis yakni Perundangundangan dilihat dari Undang-
Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951. Namun, secara formil Hukum pidana adat belum diatur
dalam suatu aturan yang baku, dimana tatacara beracaranya belum diatur dalam hukum positif
Indonesia dan secara formal tidak diakui atau tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.Pembaharuan hukum pidana dalam RUU-KUHP bermaksud
untuk kembali menghidupkan penyelesaian delik adat namun dengan cara yang berbeda yakni
melalui peradilan nasional namun tetap mengakui eksistensi nilai-nilai dalam hukum adat.
Memasukkan hukum adat yang jelas-jelas bersifat pluralistik di Indonesia memang bukan hal
mudah. Akan tetapi pentingnya pengakuan terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai
hukum adat (pidana adat) dalam sistem hukum nasional sebagaimana agenda reformasi hukum
secara nasional merupakan kebutuhan dan tuntutan untuk pemenuhan keadilan sosial sesuai cita-
cita nasional bangsa Indonesia.
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